
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 

NOMOR 24 TAHUN 2012 

TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG 

NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLUNGKUNG, 

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 , Pasal 

15 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3) Peraturan 

Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pajak Sarang Burung Walet maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

Mengingat 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pcraturan 

Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Klungkung Nomor 8 Tahun 20 I 2 ten tang Pajak Sarang 
Burung Walet. 

I. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tanbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

6. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tcntang sistcm 

informasi keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor l 38, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 49) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 

56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 
7. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 

8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang 

pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemcrintah Republik Indonesia Nomor 9l 

Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Dacrah Yang Dipungut 

Berdasarkan Penctapan Kcpala Daerah atau Dibayar 

Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 
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10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 

11. Peraturan Dacrah Kabupaten Klungkung Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 

2008 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten 

Klungkung Nomor 4); 

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Klungkung Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Dacrah Kabupatcn K.lungkung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Klungkung 

Nomor 5); 
13. Peraturan Dacrah Kabupaten Klungkung Nomor 8 

Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Klungkung Nomor 8); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN 

DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 8 

TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET. 

PERATURAN 

TAHUN 2012 

• 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

l. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Klungkung. 

3. Bupati adalah Bupat Klungkung. 

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang 

selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung­ 
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5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

6. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kcgiatan 
pengambilan dan/ atau pengusahaan Sarang Burung Walet. 

7. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, 
objek pajak dan/atau bukan objck pajak, dan/atau harta dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan pcrpajakan daerah. 

8. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat SSPD, 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain ke Kas Daerah mclalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

9. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 

administratif dan jumlah yang masih harus dibayar. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selajutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 

ditetapkan. 
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lcbih Bayar yang selajutnya 

disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelcbihan pcmbayaran pajak karena 

jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang 
atau tidak seharusnya terutang. 

12. Surat Kctctapan Pajak Daerah Nihil, yang selajutnya disingkat 
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau 

pajak tidak terutang dan tidak ada krcdit pajak. 
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selajutnya disingkat STPD 

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 

administratif berupa bunga dan/ atau denda. 
14. Masa Pajak adalah jangka waktu l {satu) bulan kalender atau 

jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling 
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lama 3 (tiga) bulan kaJender, yang menjadi dasar bagi wajib 

pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 

terutang. 

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya l (satu) tahun 
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku 

yang tidak sama dengan tahun kalender. 

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 

suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam 

bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, selanjutnya disingkat 

NPWPD. 

18. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak 

kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran. 

I 9. Subjek Pajak adalah orang pribadi a tau Badan yang dapat 

dikenakan pajak. 
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, clan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Pcrundang-undangan Perpajakan Daerah. 

BAB II 

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, 

SKPDKB DAN SKPDKBT 

Bagian Kesatu 

SPTPD 

Pasal 2 

(1) Wajib Pajak memperolch formulir SPTPD yang diterbitkan oleh 
DPPKA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(2) Setiap akhir masa pajak, Wajib Pajak mengisi dan menandatangani 

Formulir SPTPD yang memuat perincian omzet dan pajak terutang 

dengan benar dalam rangkap 4 (empat ), 

(3) SPTPD dan dokumen pendukung lainnya disampikan kepada 

DPPKA paling lambat 7 ( tujuh ) hari setelah berakhirnya masa 

pajak, dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian: 

a. Lembar kcsatu untuk wajib pajak; 
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b. Lembar kedua untuk seksi penagihan; dan 

c. Lembar ketiga untuk seksi penetapan; 

(4) Seksi Pendataan pada DPPKA mencatatkan SPTPD dalam Kartu 

Data dan Daftar SPTPD. 

Bagian Kedua 

SKPDKB 

Pasal 3 

(I) SKPDKB diterbitkan oleh DPPKA dalam hal: 

a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak 

yang terhutang, tidak atau kurang dibayar. 

b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada DPPKA dalam jangka 

waktu 7 ( tujuh ) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak 

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam 

surat teguran. 

c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 

terhutang dihitung secara jabatan. 

(2) Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum 

dalam lampiran (I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 

(3) Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh 

seksi Penetapan berdasarkan data dari seksi Pendataan dan 

ditandatangani oleh Kcpala Bidang Pajak Daerah atas nama Kepala 

DPPKA dalam rangkap 4 (empat ). 

(4) Lembar kesatu SKPDKB disampaikan kepada Wajib Pajak dan 

rangkap berikutnya didokumentasikan dengan rincian ; 

a. Lembar kedua untuk Seksi Penagihan sebagai arsip; 

b. Lembar ketiga untuk scksi Pendataan 

c. Lembar keempat untuk Seksi Penetapan. 

(5) Seksi Penetapan pada DPPKA mencatatkan SKPDKB dalam Kartu 

Data dan Daftar SKPDKB. 

Bagian Ketiga 

SKPDKBT 

Pasal 4 

(!) SKPDKBT diterbitkan oleh DPPKA, jika ditemukan data baru 

dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan 

bertambah jumlah pajak yang terhutang. 
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(2) Formulir SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tercantum 

dalam lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini, 

(3) Formulir SKPDKBT diisi oleh seksi Penctapan berdasarkan data dari 

seksi Pendataan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pajak 

Daerah atas nama Kcpala DPPK.A.. dalam rangkap 4 (empat ). 

{4) Lembar kesatu SKPDKBT disampaikan kcpada Wajib Pajak dan 

rangkap berikutnya didokumentasikan dengan rincian ; 

a. Lembar kedua untuk Seksi Penagihan scbagai arsip; 

b. Lembar ketiga untuk scksi Pendataan 

c. Lembar keempat untuk Seksi Penctapan. 

(5) Seksi Penetapan pada DPPK.A mencatatkan SKPOKBT dalam Kartu 

Data dan Daftar SKPDKBT. 

BAB III 

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, 

ANGSURAN DAN PENUNDAAN 

Paragraf 1 

Pcmbayaran 

Pasal 5 

( l) Wajib pajak membayar pajak berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan 

SKPDKBT ke Bendahara Penerimaan pada DPPKA dengan 

menggunakan formulir SSPD. 

(2) Formulir SSPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 

Paragraf 2 

Penyetoran 

Pasal 6 

Bendahara Penerimaan pada DPPKA menyctorkan penerimaan Pajak: 

Daerah ke Kas Daerah dengan menggunakan SSPD yang dibuat rangkap 

4 ( empat ) dengan rincian : 

a. Lembar kesatu diserahkan kepada Wajib Pajak; 

b. Lembar kedua untuk arsip; 

c. Lembar ketiga diserahkan kcpada Seksi Penetapan; dan 

d. Lembar keempat diserahkan kepada Scksi Penagihan. 
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Paragraf 3 

Tempat Pembayaran 

Pasal 7 

Tempat membayar pajak bagi wajib pajak pada Bendahara Penerimaan 

DPPKA atau pada Bank yang ditctapkan. 

Paragraf 4 

Angsuran Atau Penundaan 

Pasal 8 

{1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setclah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan dapat mcmberikan persctujuan kepada Wajib Pajak 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan 
dikenakan bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan. 

(2) Pajak yang dapat diangsur atau ditunda adalah pajak terutang 

sebagai akibat terbitnya SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan 

Pembetulan. 

(3) Tata cara Angsuran a tau Pcnundaan diatur scbagai berikut: 

a. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran atau 

Penundaan kepada Bupati melalui DPPKA; 
b. Seksi Penagihan pada Bidang Pajak Daerah, mencatat Surat 

Permohonan Angsuran atau Penundaan kcdalam buku register; 

c. Bidang Pajak Daerah pada DPPKA, meneliti Surat Permohonan 

Angsuran atau Penundaan untuk dijadikan bahan pertimbangan 

dalam menyetujui atau menolaknya; 
d. DPPKA mohon persetujuan Bupati terhadap hasil penelitian 

permohonan anggsuran atau penundaan. 
e. Apabila disetujui, dibuatkan Surat Perjanjian Angsuran atau 

Penundaan; 
f. Mencatat Surat Perjanjian Angsuran atau Penundaan kedalam 

daftar Perjanjian angsuran atau Penundaan; 

g. Apabila ditolak, membuat Surat Penolakan Angsuran atau 

Penundaan; 
h. Mencatat Surat Penolakan Angsuran atau Penundaan ke dalam 

register dan; 
i. Menyampaikan Surat Persetujuan/ Penolakan Angsuran atau 

Penundaan. 
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BAB IV 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

YANG SUDAH KEDALUWARSA 

Pasal 9 
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan pcnagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Tatacara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebagai berikut: 

a. Seksi Pendataan melakukan inventarisasi wajib pajak yang 

belum melakukan kewajiban sctelah 5 (lima) tahun 

ditetapkannya pajak terhutang, untuk disampaikan kepada 

seksi Penetapan. 

b. Seksi Penetapan melakukan pcnclitian terhadap dokumen 

Saat terhutangnya Pajak, Surat Teguran dan/atau Surat 

Paksa, atau adanya pengakuan piutang pajak. 

c. Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui masa penagihan 

pajak sudah kedaluwarsa, maka OPPKA memohon persetujuan 

Bupati untuk menghapuskan piutang pajak. 

d. Apabila disetujui, maka dibuatkan Keputusan Bupati tentang 

Penghapusan Piutang Pajak. 

BAB V 

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF 

DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 

Paragraf I 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif 

Pasal 10 

(l) Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, clcnda, dan kenaikan pajak yang 

terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 

Wajib Pajak atau bukan karcna kcsaJahannya; 

{2) Tata cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) scbagai berikut : 

a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan 

atau penghapusan sanksi administratif kepada Bupati melalui 

DPPKA. 
b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat 
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Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran 
Surat Permohonan dan kelengkapannya, bila perlu dilakukan 
pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan: 

' 
c. apabila permohonan scbagimana dimaksud pada huruf a telah 

memenuhi ketcntuan berdasarkan kajian dari DPPKA, maka 
diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan; 

d. Apabila permohonan scbagimana dimaksud pada huruf a tidak 
memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Surat Pcnolakan 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif: 

' 
e. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administratif kedalam Buku Register; dan 
f. Menyampaikan Kcputusan Bupati tentang Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Pajak. 

Paragraf 2 

Pengurangan atau Pembatalan Ketctapan Pajak 
Pasal I 

{I) Bupati dapat mengurangkan a tau membatalkan ketetapan pajak 
SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak 

benar. 

(2) Tata cara Pengurangan atau Pcmbatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau 

STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

scbagai berikut: 

a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan 

atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB kepada Bupati melalui DPPKA. 

b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat 

Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran 

Surat Permohonan dan kelengkapannya, bila perlu dilakukan 

pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan; 

c. Apabila permohonan scbagaimana dimaksud pada huruf a 

telah memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA, 

maka diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan; 

d. Apabila permohonan scbagaimana dimaksud pada huruf a 

tidak memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Surat Penolakan 
Pengurangan atau Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB; 
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e. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau 

Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB kedalam Buku Register; dan 

f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau 
Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB kepada Wajib Pajak. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengctahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Klungkung. 

Oitctapkan di Semarapura 

pada tanggal 28 September 2012 

BUPATI KLUNGKUNG, 

I WAYAN CANDRA 

Diundangkan di Semarapura 

pada tanggal 28 September 2012 

SEKRETARIS DA H KABUPATEN KLUNGKUNG, 

DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 
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LAMPIRAN I 
PEATMAN BUPATT KLUNGKUN( 

NOMOR 24 TAHUN 2012 
TE.NTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG 
PA.JAK SARANG BURUNG WAL,ET 

. 

<8 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG No. SPTPD : 
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET MASA PAJAK E L. tntng Srpti No. , TELP, NO, (0366) 214962$$ TAHUN PAJAK ' . 

. 
Semrpure 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 
(SPTPD) 

PAJAK SARANG BURUNG WALET 

Kepada 
Yth epala Dinas Pendapatan Pengelolaan, 

Keuangan, dan Aset 
Kabupaten K lungkung 
dr­ 

Klungkng 

EIMA TIAN 
I larap diisi dalam rangkap 4 (cmpat) ditulis dengan hurt(ETA 
2 Sieteah diisi dan ditandatangni, harp dikirim dan tau discrahk.an kembahi kepada Dias Pendapatan, Pengelolaan, cuangan dan Aset Kabupaten 

Klungkung, Jalan Untung Surapati No 2 Klunglung paling lambat tanggal LS Hani benikutnya. Keterlambtan penyerahan dari tanggal terscbut 
diatas akan dilakukan penctapan sccara jabatan dan dikenakan sanksi administratif beruna kenauk an dan bung.a 

. 
I DATA WAJI PAJAK 

., Nama Wajit Pajak 
Desa/K clurahan I• Alamnat Banjar/Lingkungan 
Kabupatcn Kecamatan 

Jalan Telpon 

NPWPD D I I I I I I I I I I I I I I I I I 4 

II DATA OBJEK PAJAK . ., Nama Usaha 
Desa/Kelurahan h Lokasi Pengamtilan anyar/L.ingkugan 
Kabupaten K lunging Keamatan 

Jalan 

Ill DASAR PENGENAAN PAJAK 
Nila ual sarang brunp walet bulan n 

Volume Saran Durun Walet Harea Kata-rata Nila Jual No Jens 

v 
PERHIT'UNGAN PAJAK ulasida al asa aiak dalam tahun I Jumlah Nila Jual Sarang Durun Walet(A) dan papal tcrtang untuk mas.a papal schclumnya (akumulasi an awal mas.a pa 

Masa Pajak Bulan Janun 20 s4Bulan ,. 
h Dasar Pengcnaan (A) Rp 

' Tart Pajak 
d Jumlah Pajak Terutang (bx e) Kp 

2 Jumlah Nila Jual Sarang Iurung Walet(A) dan payak terutamg untuk masa papa sekarang 

" Masa Pajak Hulan 
. p Dasar Pengenaan (A) Rp 

c. Tarif Pajak 
( ...dcngan huruf. ......... ... ..) d Jumlah Pajak Terutang (bx c) Rp ..... 

(rincian terampi) . 
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IV PLRRNYATAAN 

Dengan mnenyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

.0... 20 
Wajib Pajak 

) 

Model FPD-0S I 

MM 

Nama WP 
AMamat 
NPWpp 

Mode FPD-05I 

D 

TANDA IERIMA 

I I I I I 
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I 

9PTpp Nomor 
Tanggal 
Masa Pajak 

20. 
Yang Mencrima, 

NIP 

I WAYAN CANDRA 



LAM!TRAN IL 
PERATURAN BUPATI KLUNOKUNG 

NOMOR 24 TAHUN 292 
TENTANG 

LAKSANAAN PE&ATUAN DAE&AIM KAHUATN KLUNGKUNG NOMOR TAHUN 2O TENTANG 
AAK SARANG HURLING WAM.,T 

M UINTAH KAI~PATEN LUNG'KUN( s K p D K II DINA1ND4IATAN,NC'LOLA AN 
EANGAN DAN AST (SU/UAT 4[AANAJA DAU4Mk0MAN 444 NO, RUT 

' I I I I I I I .444. Mes Pajak:.......... ......... 
4441/4 Tabun . ................. ..... 

' a. 
-••••••••••••••••••••••H•••H•••••••••"••••••••••••••••••••••• . ........... ............................... ... ....... . soot . ... ........ ................................. ........... ............ 

Nrwlo D I I I I I I I I I I L n 11 
lard ath fepo 

l edeal.ul'el 7Ludang-thndag or 2 Tahu 2009 tel.ah dilahk an polo saeon tao hcergan ha ate pehadonas kewajtban 

watl I I I I I I I 
Na, ,oh ............ ··············-···-·············································· 

f ht preen atakecteraga la terse bot dead.a, peg/tag uhh yang oath hows shh.vat ah sebagan tent 

t aa legs.tan Rp 

' al wag ferutang Rp 

' vednt la.l 
., oaskeleblaan da talon seleluny Rp ,, Seton yang didakuka Kp 

' a la Kp ,, hulah yang hapat hikrehit#an ft+ ) Rp 

., blah ekgan pay·an look l'yak (2+ d) p 
4 ks Attestif 

. ., hug Rp ,, ken.aka p 

' Jurah ski adreirsnif ( + b) Hp 

6 hornlah yAng marsh hsuss dibay(4+ Rp 

fgea furl 

+RIHA11AN 

' L.asp psnytots dilakukacn mclalui Dendahara Penerimsn dengan merggunakan Surat Sctornlsjk Dera (S$PD 

• Apall $PDKA ii Tidal atau Kuang Dibryr setc lah lewat wakt paling lama 10 (tip puluh houri) sejk $Pp ditera, pa.yak kn ditugh 
deg.an Sat l'aka berdaaka pertuta perundage~dang.an 

Klunghng 20 

nepals Din erdpatan, Pemgeloha, Ktug d Aset 
Kcpl Bid.g Pyke Dsrsh da Pend.pt Luy 

Varna 
NI 

Motet+PD 10 

-----.-----.----.-------­ 
Not'rt SKDK 

IIIIJ 

Nrw 

Lat 

Motet+p. 0 

D 
ANDA TERI4A 

cu 

' ) 

I WAYAN CANDRA 
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LAMIRAN [IL 
PERATUAN HUPATT KLUNGKUNG 

NOMOR 24 TAHUN 202 
TENTANG 

PELAK SANAAN PERATURAN DAERAH KAHUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG 
PAIAK SAAN( WRUNG WALET 

PTA4KAUP'ATEN KLUNCK UNG s K p D K B T DANAS PNDAIATAN, PNGELOLAAN 
UANGAN DAN ASET (4AT41TANANA4 A WA4 KU0ANG4¥44 f44/444444 NO. URUT 

4%4444 Ms l'ju : .................... I I I I I I I 
AA'U f hun ........................... 

. V . ........... ..... .... ... ................. . .................. . Alf .......................................... ........ ............. ..... . .. . 

NPwPD □ I I I I I I I I I I c1 I ! I I 
and Jatuh Tempo 

' erdasark.an lasal 70Undamg-Undang iomor 28 Tahon 200 telahr hrlakn peen as keteran la at.as peak sans kcwab.an 

Ayat laal I I I I I I I 
ion.al.al ............................................................................ 

t Dau pemenkaa atau keteragan la tersbut ditas, penghtugan fumnlah yng rah hews dibry ad.h seg be-eke t 

' Lal'engeoaa Rp 

2 lapal yang T'erutang Rp 
; Kedia lake 

• uwnpens.asikeletiha dai tahn sebelurny Rp ,, Setoran yang dilakukan p 

' lue.lain Rp 
d hulah l'ajak yang 4hapat hteditl(a+ b+ ¢) Hp 

' Judah kckragan pem.baya lokok Pajak [. - 1d Rp 

$ Sanks Adeitratif 

. • uga Rp 
b» enaka Kp 

e Jlah sasks adrmnottif (a b) Rp 

6 lulahr yang ash hares byat(# Se p . 

' togs llf [ 

4A1AN 

' larap ponytoran dilakukan elalu lMendahara l'eunman deogan1soot Surat Seton l'al Lena.h (Sill 

' patlas4DDT ii Tidal wt tang Lbaryr setehah lewat wt pahr ha lo(t pol uh h.) s«pl $44494T r ditrrot, pp ha rtgh den 
Surat llsa berdasatan pratut perundo-andanga 

Klunghung 20 

nepal Dms lendpat.n, Feneloln, cuavg da A«et 
Kepd ldmg l'pk Danh d lendpt Lanny 

iawe 
ll' 

Mode4pp 

Ji4 

No Urt SKPDKBT 
III 

ANDA TE RIMA 

N1wl' 

Motet11p.4l 

□ c 
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LAMPIRAN IV 
DERRATURAN BUPATI KL.UNGKUNG 

NOMOR 24 TAHUN 2012 
TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 8 TAHUN 2O12 TENTANG 
PAJAK SARANG BURUNG WALET 

EMMINAIM KAUA TEN KLUNG UNG 

9NANA.ANNGLOLAAN,KUANG4AN 4.N AS4 SURAT SETORAN PAJAK DAERAH NO BUKTI 
41%44hi4444 

SE.MAAURA (s s P D ) 

. endahara Pencrmaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aet Kabupaten Klungkung 
elah menermna uang sebesar Rp ... 

I ............ ) 
dart wajih pajak 
Nara 
AMamat 
NPWPD □ I I I I I I I I I I L I I I I 
ebagal'embayaran Pajak 

untuk masa payak fahun Pak 20 Berdasarkan) 

' Surat Ketetapan 

Loo [sros [ls keen 

[ls veabeta [ox 
Netof lanyal 

2 ehtungan Sendi 
[lsro Nomo. anggal 

Dengan Rincan 
No Kode Reker1ng Jens laa Jumlah (Rp) 

. 

. 

. 

. 
JUMLAH 

D)tern Klungkung. 20 
Eanes 

endahara l'enerma erbayat / enyetot, 
Des Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset 

Kabupaten Klungkung 

Nana 
NI 

lembar (ashi) untuk Wajib Pajak 
Lembaur untuk Iendahara lenenmaan 
Lehar lamp sprpp untuk Sek Penctapan 
embar dilampin sprpp untuk Penagihan 

en tan V pada kotak 
Motet PD. 24 

NG 
[ 

I WAYAN CANDRA 

261 


